
5. Peraturan ...

4, Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tarnbahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tenrang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Tarnbahan Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 rentang Aparatur
Sipil Negcra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5533);

Mengingat: I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang
Pernbentukan Daerah Tingkat 11dan Kota Praja di Sumatera
Selatan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Ncgcra Rcpublik
Indonesia Nomor 5492);

Mcnirnbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Dacrah KOLaPalembang Nomor 6 Tahun 2016 lenLang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Palembang, perlu mcnerapkan Peraturan Walikota
Palernbang lenLang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindusrrian Kota
Palembang;

WALIKOTA PALEMBANG,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN rUNGSI SERTAT/\TA

KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG

PERATURANWALlKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2016

WALtKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN



BABII. ..

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Koia adalah Kota Palembang.
2. Pcmerintah KOlaadalah Pcmerintah Kota Palernbang.
3. Walikota adalah Walikota Palernbang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palcmbang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Palernbang.
6. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kota

Palembang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Kota

Palernbang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian Kota

Palembang.
9. Didang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian Kota

Palernbang.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian

Kota Palernbang,
11.Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian KOla

Palembang.
12.Urusan adalah urusan pemerintahan yang mcnjadi

kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
J 3.Unit PelaksanaTeknis adalah unsur pelaksana tcknis pada

Dinas Perindustrian yang beradadi bawah dan bertanggung
jawab kepada KepalaDinas.

14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan
yang berisi Iungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang bcrdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan:
Menetapkan: PERATURANWALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSl SERTA TATA KERJA
DlNAS PERTNDUSTRIANKOTAPALEMBANG

MEMUTUSKAN:

5. Peraruran Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); dan

6. Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembcntukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kota
Palernbang (Lembaran Daerah Kota Palernbang Tahun 2016
Nomor 6).
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g. Unit ...

(1) Susunan Organisasi Dinas Pcrindustrian, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekrctariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Kcuangan; dan
3. Sub Bagian Percncanaan dan Pelaporan

c. Bidang Industri Pangan, mernbawahi:
I. Seksi lndustri Hasil Lout dan Perikanan;
2. Seksi lndusrri Hasil Pertanian; dan
3. Seksi lndustri Minuman.

d. Bidang Industri Logarn, Mesin dan Kimia, mcmbawahi:
1. Scksi Industri Logam;
2. Seksi Industri Mesin; dan
3. Seksi lndustri Kimia.

c. Bidang Industri Sandang, membawahi:
1. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
2. Scksi lndustri Kerajinan; dan
3. Seksi Industri Tckstil dan Kulit.

f. Bidang Pengernbangan Wilayah Industri, membawahi:
I.Seksi Standarisasi don Pengembangan Wilayah;
2. Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana Industri;

dan
3. Seksi Pemberclayaan lndustri Kecil dan Mcnengah.

Pasal 3

(4) Dinas Perindustrian dalarn mclaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis;
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. penyelenggaraan urusan pemcrintahan dan pelayanan

umum;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dcngan

lingkup tugasnya:
e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup

tugasnya; dan
f. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikora

terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dinas Perindustrian sebagairnana dimaksud pada ayat (I)
mernpunyai RIgas mernbantu Walikota dalam
melaksanakan urusan perncrintahan di bidang
perindustrian dan tugas pernbanruan.

(2) Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(1) Dinas Pcrindustrian merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang Pcrindustrian.

Pasal2

BAS II
KEDUDUKANDANSUSUNANORGANlSASI
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PasaI6 ...

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Sckrctaris mempunyai Iungsi:
a. koordinasi pcnyusunan dokumen perencanaan,

keuangan dan pelaporan;
b. pelaksanaan urusan administrasi umum;
c. pelaksanaan urusan rurnah rangga, perlengkapan dan

perkantoran;
d. pclaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kehumasan; dan
f. pelaksanaan Iasilitasi hukum dan perundang-undangan.

(I) Sckretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan
pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi
urnurn, pcrkantoran, kchurnasan dan kcpegawaian.

Pasal5

Bagian Kedua
Sckretariat

Kepala Dinas rnempunyai tugas melaksanakan urusan
pemerintahan bidang Perindustrian berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk
pclaksanaannya.

Pasal4

Bagian Kcsatu
Kepala Dinas

BABIII
URAIANTUGASDANFUNGSl

(6) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja,
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercanturn dalam
Lampiran Peraturan Walikoia ini.

(5) Musing-musing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
bcrada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

(4) Masing-rnasing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Sckretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4



Bagian Ketiga ...

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan , mcmpunyai rugas:
a. menyusun rcncana program dan kegiatan dinas dan sub

bagian perencanaan dan pelaporan;
b. melaksanakan koordinasi penyusunan program dan

kegiatan antar bidang;
c. menyusun dokumcn perencanaan dinas;
d. mengukur capaian kinerja program dan kegiatan

bidang;
e. monitoring dan evaluasi capaian kirierja dinas;
f. menyusun dokurnen pelaporan dinas;
g. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
h. mclaksanakan rugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Sub Bagian Kcuangan, rnernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

keuangan;
b. menyusun rencana anggaran kerja dinas;
c. menyusun rcncana plafon kebutuhan anggaran dan

penggunaan anggaran;
d. mengelola administrasi keuangan belanja langsung dan

belanja tidak langsung;
e. mcnyusun dan menganalisa laporan kcuangan;
f. mengontrol kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan

pcmbukuan/ akuntansi;
g. melaporkan hasil kcrja dan capaian kinerja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya,

(1) Sub Bagian Urnum dan Kcpegawaian, rnernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian

urnum dan kepegawaian;
b. mengelola adrninistrasi urnurn dan surat menyurat;
c. mengelola kearsipan dan kepustakaan;
d. mengelola adrninistrasi barang, pcrlengkapan dan

kendaraan dinas;
e. mengelola urusan rumah rangga, kehurnasan dan

keprotokolan;
f. mengelola adrninistrasi kepcgawaian dan perjalanan

dinas;
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

hidang tugasnya.
h. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal6
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(3) Seksi...

(2) Seksi lndustri Hasil Pcrtanian , mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri

hasil pertanian;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri hasil

pertanian;
C. mcnyiapkan bahan pcgawasan standarisasi nasional

indonesia dan standar industri hijau pada seksi industri
hasil pertanian;

d. mcnyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi
perizinan industri hasil pertanian;

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(1) Seksi lndustri Hasil Laut dan Perikanan, melaksanakan
rugas:
a. rnenyusun rencana program dan kegiaran scksi industri

hasillaut dan perikanan;
b. mcnyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri hasil

laut dan perikanan;
C. menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional

indonesia dan standar industri hasil laut dan perikanan;
d. mcnyiapkan bahan standar prosedur dan rckornendasi

perizinan industri hasil laut dan perikanan;
e. rnelaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya.

Pasal8

(2) Uruuk mciaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang lndustri Pangan mempunyai Iungsi:
a. pcnyelenggaraan sub urusan industri pangan;
b. pclaksanaan koordinasi, terkait industri hasil laut,

perikanan, industri hasil pcrtanian dan industri
minuman;

C. pcnyebartuasan informasi induatri pangan;
d. penyusunan standar prosedur dan rekornendasi

perizinan industri hasil laut dan perikanan, industri
hasil pertanian dan industri rninuman;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan instansi
terkait;

f. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dcngan rugas dan fungsinya.

(1) Bidang Industri Pangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang industri pangan.

Pasal 7

Bagian Kctiga
Bidang Industri Pangan
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(2) Seksi...

(1) Seksi Inclustri Logarn, rnempunyai rugas:
a. menyusun rencana program clan kegiatan seksi industri

logam;
b. mcnyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri

logam; .
c. menyiapkan standar prosedur dan rekornendasi

perizinan industri logam;
d. mclaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
e. melaksanakan tugas kcdinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

Pasal 10

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayai (1), Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia,
mempunyai fungsi:
a. penyt:lenggaraan sub urusan bidang industri logam,

mesin dan kimia;
b. pelaksanaan koordinasi terkait industri logarn, industri

mesin dan industri kimia;
c. penyebarluasan inforrnasi industri logarn, mesin dan

kirnia;
d. penyusunan standar prosedur dan rekomcndasi

perieinan industri logam, mcsin dan kimia;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

ierkait;
f. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas; dan
g. pt:laksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dcngan tugas dan fungsinya.

(1) Bidang Industri Logarn, Mcsin dan Kimia, mernpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang industri
logarn, mcsin dan kirnia.

Pasal9

Bagian Kecrnpat
Bidang Indusiri Logam, Mesin dan Kimia

(3) Seksi lndustri Minuman, mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri

minuman;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri

minuman;
c. menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional

Indonesia hijau pada industri minurnan;
d. menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomcndasi

perizinan industri minuman;
e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan rugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.
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Pasal 12... I\.§;~t

(1) Bidang lndustri Sandang, mcmpunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas di bidang Industri Sandang :

(2) Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Industri Sandang mernpunyai fungsi:
a. penyelenggaraan sub urusan terkait industri sandang;
b. pelaksanaan koordinasi terkait industri hasil hutan dan

perkebunan, industri kerajianan, industri tekstil dan
kulit;

c. penycbarluasan informasi industri sandang;
d. menyusun standar proscdur dan rekomendasi pcrizinan

industri hasil hutan dan perkebunan, industri
kerajinan, industri tekstil dan kulit; .,

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dcngan instansi
terkait;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pclaksunaan tugas;

g. pelaksanaan fungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Bagian Kelirna
Bidang Industri Sandang

c. rnelaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
f. melaksanakan tugas kcdina san lain scsuai dcngan

bidang tugasnya.

(3) Seksi Industri Kirnia, mernpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri

kimia;
b. menyiapkan bahan kcbijakan teknis seksi industri

kimia;
c. menyiapkan bahan pengawasan standar isasi nasional

indonesia dan standar industri pada seksi industri
kimia:

d. menyiapkan bahan standar prosedur dan rekornendasi
pcrizinan industri kimia;

(2) Seksi lndustri Mcsin, mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri

mesin;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri

mesin;
c. menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional

Indonesia dan standar industri hijau pada seksi industri
mesin;

d. menyiapkan bahan stan dar prosedur dan rekomendasi
perizinan industri mesin;

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dcngan

bidang tugasnya,

8



8agian Kccnam.,. ~'~ {

(3) Seksi Industri Tckstil dan Kulit, melaksanakan tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan sekst inclustri

tekstil dan kulit;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi industri

tekstil dan kulit;
c. menyiapkan bahan pcngawasan standarisasi nasional

Indonesia dan standar Industri hijau pada seksi industri
tckstil dan kulit;

d. menyiapkan bahan standar prosedur dan rekomendasi
perizinan industri tekstil dan kulit;

c. rnclaporkan hasil kerja capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kcdinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi lndusrri Kerajinan mcmpunyai tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi industri

kcrajinan;
b. menyiapkan bahan kcbijakan teknis seksi industri

kerajinan;
c. menyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional

Indonesia dan standar industri hijau pada seksi industri
kerajinan;

d. mcnyiapkan bahan standar prosedur dan rekornendaai
perizinan industri kerajinan;

e. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain scsuai dengan

bidang tugasnya.

a. mcnyusun rencana program dan kegiatan scksi industri
hasil hutan nan perkebunan;

b. pengumpulan, pengolahan dan pcrurnusan kcbijakan
teknis scksi industri hasil hutan dan perkebunan;

c. rnenyiapkan bahan pengawasan standarisasi nasional
indonesia dan standar industri hijau pada industri hasil
hutan dan perkcbunan;

d. menyiapkan bahan penyusunan standar prosedur dan
rekomcndasi perizinan industri hasil hutan dan
perkebunan;

e. rnelakukan koordinasi dan fasilitasi sesuai dcngan tugas
seksi industri hasil hutan dan perkebunan;

f. pelaksanaan urusan pemerintahan pelayanan umum
industri hasil hutan dan perkebunan;

g. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

tugas:
(1) Scksi lndustri Hasil Hutan dan Perkebunan, mempunyai

Pasal 12
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d. menYiaPka~. i(" ~

(I) Seksi Stondarisasi dan Pengcmbangan Wilayah, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi

standarisasi dan pengernbangan wilayah;
b. menyiapkan bahan kebijakan teknis seksi standarisasi

dan pengembangan wilayah;
c. rnenyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana

pengcmbangan kawasan sentra- sentra industri;

Pasal 14

standarisasi dan
daya dan sarana
industri kecil dan

(2) Untuk melaksanakan iugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (I). Bidang Pengembangan Wilayah Industri
mempunyai fungsi:
a. penyclenggaraan sub urusan pengembangan wilayah

industri;
b. pelaksanaan koordinasi tcrkait

pengembangan wilayah, sumber
prasarana industri, pembcrdayaan
mencngah.;

c. penyebarJuaskan inforrnasi pengembangan wilayah
industri;

d. penyusunan standart prosedur dan rekornendasi
perizinan pengcmbangan wilayah surnber daya dan
saran a prasarana industri, pcmberdayaan industri kecil
dan menengah;

e. penyusunan rcncana induk pernbangunan industri
daerah (Ripinda) dan rcncana induk pembangunan
industri kccil (Ripik);

f. penyusunan pelaksanaan rencana pcngembangan
kawasan dan sentra-sentra indusrri;

g. pemberian fasilitasi program peningkatan penggunaan
produk dalam negeri (P3DN);

h. pernberian fasilitasi penurnbuhan wirausaha, bantuan
tcknis, dan pernbiayaan, keterkaitan dan hubungan
kemitraan serta promosi industri dan jasa industri pada
industri kecil dan menengah;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

J. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rugas: dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kopala
Dinas sesuai dcngan rugas dan fungsinya.

(1) Bidang Pengembangan Wilayah Industri, mempunyai rugas
melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
pengernbangan wilayah industri,

Pasa! 13

Bagian Kecnam
Bidang Pengernbangan Wilayah Industri
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Pasal 16\0; ~ ~

(11Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana tcknis
operasional Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 15

BABIV
UNIT PELAKSANATEKNIS

(3) Scksi Pcmberdayaan lndustri Kecil dan Menengah,
rnempunyai tugas:
a. menyusun reneana program dan kcgiatan seksi

pcmberdayaan industri kecil dan mencngah;
b. menyiapkan bah an kebijakan teknis seksi industri ked!

dan menengah;
c. menyelenggarakan pernbinaan dan pengembangan

tenaga penyuluh lapangan;
d. menyiapkan fasilitas penumbuhan wirausaha, banluan

teknis, dan pernbiayaan, keterkaitan dan hubungan
kernitraan, scrta promosi industri dan jasa industri
pada industri kecil dan mcnengah;

c. menyiapkan kebijakan pernbinaan dan pengembangan
tenaga penyuluh lapangan;

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

(2) Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana lndustri,
mempunyai tugas:
a. mcnyusun rencana program dan kegiaian scksi surnber

daya dan sarana prasarana industri;
b. menyiapkan bahan kebijakan tcknis seksi sumber rlaya

dan sarana prasarana industri:
c. mcnyiapkan bahan-bahan program sumber daya dan

sarana prasarana industri peningkatan penggunaan
produk dalam ncgeri (P3DN);

d. melaporkan hasil kerja dan capaian kincrja; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

d. penyiapan bahan-bahan penyusunan reneana induk
pembangunan industri daerah (Ripinda) dan rencana
induk pernbangunan industri kecil (Ripik);

e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rcncana
pengembangan kawasan dan sentra-sentra industri:

f. melaporkan hasil kerja dan capaian kinerja; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

bidang tugasnya.

II



(2) KepalaDinas ...

(I) Hubungan antara Kepala Dinas dcngan bawahannya atau
sebaliknya secara administratif dilaksanakan mclalui
Sekretaris;

Pasal 20

BAB VII
TATAKERJA

Pernbiayaan pada Dinas berasal dari Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah Kora, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
scrta sumber-surnber lainnya yang soh.

Pasal 19

BABVI
PEMBIAYAAN

(4) Kebutuhan tenaga fungsiona! ditentukan berdasarkan sifat,
jenis dan beban kerja.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kcdalam
bidang danj atau seksi yang sesual dengan butir kegiatan
teknis fungsional.

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional dibagi kedalam sub-sub
kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-rnasing
dipimpin oleh seorang tenaga Iungsional senior.

tugas
bidang

(1) Kelornpok .Jabatan Fungsional mcmpunyai
melaksanakan kegiatan tcknis sesuai dcngan
keahlian masing-masing.

Pasal 18

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

-Jumlah, nornenklatur, susunan organisasi, tugas dan Iungsi
Unit PelaksanaTeknis ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

Dalarn melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan bidang

operasionalnya: dan
b. pelaksanaan urusan adrninistrasi teknis operasional.

Pasal 16
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Pasa123 ... ~~ ~

Proscdur dan mekanisrne pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
yang bersifat internal diarur lebih lanjut olch Kepala Dinas

Pasal22

DAB IX
KETENTUAN PENUTUP

(2) Segala ketencuan yang bertentangan danj atau lid~k sesuai
dengan Peraturan Walikota ini dilakukan penyesuaran.

Iungsi Dinas
Walikota 1111,
pada tanggal

(1) Efektifitas pclaksanaan tugas dan
sebagaimana diatur dalam Peraturan
wajib dilaksanakan selambat-Iambatnya
1Januari 2017.

Pasal21

BABYIll
KE'fENTUAN PERALIHAN

(6) Dalarn hal Kepala Dinas berhalangan, Kopala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas atau KepaJa Bidang di
lingkungan Dinas berdasarkan senioritas dan kcpangkatan.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pirnpinan satuan
organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan scbagai
bahan pertimbangan dalam pcnyusunan kebijakan lebih
lanjut.

(4) Kopala Dinas, Sekretaris, Kcpala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
wajib rnengikuti dan mematuhi pctunjuk dan bertanggung
jawab kcpada atasan masing-masing serta menyampaikan
laporan tepat waktu.

(3) Kcpala Dinas, Sekretaris, Kopala Bidang, Kepala Suh
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Tcknis
berranggung jawab mernirnpin dan mcngkoordinasikan
bawahannya masing-rnasing dan mernberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan iugas bawahannya.

(2) Kepala Dinas, Sckretaris, Kepala Bidang, Kopala Sub
Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
dalam rnelaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan
prinsip koordinasi, iniegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
baik secara vcrtikal, horizontal dan diagonal dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota sen a dengan
insransi lain di luar Pernerintah Kota sesuai dengan tugas
musing- masing.
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IIAROBE''; MASTOFA
BERITA DAI':RA.H KOTA PAI.C:.MBA~GTAHU:,\ 2016 NUMOR 10

Diundangkan eli Palernbang
pacta tanggal .30 ~rnb, r 20 Ie

SEKI<ETARIS DAI::RAH
KOTA PALEMBANG.

HAR:,\r)JOYU

Ditetnpkan ctl Palembang
pada IClllggnl.2. k):)wmbU 2(/ t (~

\VA LIKOT: PALF.\IBANG,

Agar set iup orang rnc:lgt""htlin' a, mernei.ntahkan
penguncangan Peraturan Wr.likota ini. dengan pcnempatannva
dalarn Be-rita Dae rah Kotc Palcrubang.

Peratur vn \Iialikota ini n.ulai berlaku padu tap~gul
diundangkan

Pasa124

Dengan bcrlakunyn Pcraruran Walikota ini, Pcraturan Walilw'cl
Palernbung Nornor 41 Tahun 2009 tenraug Tugas Pokok, Fungsi
d••n Lratan TUgClS Dinas Dnerah KOla Palcrnhang HAG II
Bagian Keduabelas, dicabui dan .Iinya.akan tidak berlaku

PasnJ 2..;
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